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BAB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, bisa dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam hukum pidana, prinsip
pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di
Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada
pemidanaan tindak pidana dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa
atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang
terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.
Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat
dipertanggungjawabkannya seseorang karena adanya perbuatan melawan hukum,
tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (Criminal Responsibiliti)
artinya : “Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana,
tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”.
Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya
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bagi seseorang untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara

bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan
pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud
Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan
berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur
rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan
pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir,
apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan
cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa
yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa
seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang
bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk
menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan,
sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah
oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang
pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan
pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang
dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa
seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu
juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah

membunuh korban.

13

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taR?@e@%PJ&TF@&&&M?&M%&M]27/8/24-



Sarjono Sinurat - Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus....
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarmya

mengandung tiga syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan

pelaksanaan kehendak.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur
subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang
kedua unsur objektif terdiri atas:

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa,

2. Obyeknya : nyawa orang lain.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih
dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, tetapi berupa cara membentuk
kesengajaan atau opzet, yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. Opzemya di bentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.

2. Setelah orang merencanakan (opzemya) itu terlebih dahulu, maka yang
penting adalah cara opzet itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang
tenang.

3. Pada umumnya merencanakan pelaksanaan opzet memerlukan jangka
waktu yang lama.

Memperhatikan unsur dan syarat dari yang direncanakan terlebih dahulu
di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana)
memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Pembunuhan

merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena
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Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah

pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan rencana,

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jika merujuk dengan pasal tersebut, maka pembunuhan berencana yang
terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh terdakwa Santhy
Magdalena Manurung alias Mama Gors yang melakukan pembunuhan terhadap
Shello Alviano Nababan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.
Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan pada minggu tanggal 17
februari 2013 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada
bulan februari yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan. P. Siantar Gang
Motung Nomor 8 Dusun VII Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan
mengajak korban kerumah terdakwa untuk bermain dengan anak korban di dalam
kamar. Namun yang ada terdakwa sudah mempersiapkan gulungan lakban dan
pulpen. Terdakwa menyekap korban dengan lakban lalu terdakwa mengangkat
korban ke kolong tempat tidur lalu terdakwa melakukan aktivitasnya seperti biasa.
Perbuatan terdakwa yang awalnya hanya ingin korban bermain dengan anaknya
akan tetapi terdakwa mempunyai niat jahat terhadap korban.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai dan
norma yang ada dalam masyarakat karena telah menghilangkan hak asasi
seseorang yaitu hak untuk hidup dan melanjutkan penghidupannya. Banyaknya
kejahatan pembunuhan berencana saat ini tidak terlepas dari alat penegak hukum
seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan yang kurang tegas dalam
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yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-
undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu orang atau
pelaku tindak pidana tersebut.

3. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini
berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system
lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat
menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan
pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan
Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana). Semuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan
pembuat dari pengenaan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu
perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu  harus
dipertanggungjawabkan kepada pelaku pidana atas perbuatan yang
dilakukannya. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan
oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana
yang dilakukan.

4. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (Criminal Responsibiliti)
artinya : “ Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu
harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya
yang telah dilakukan™.

5. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja
maupun tidak menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara
melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat

hukumya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan
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dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum

yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak
pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu
direncanakan terlebih dahulu.

6. Lembaga pemerintah berwenang mengupayakan penurunan angka
kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan yaitu dengan
memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan
hukum secara insentif lagi dengan mencari faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam
hal ini banyak keadaan yang yang harus diperhatikan khususnya dalam
menerapkan kebijaksanaan penegakan hukum khususnya mengantisipasi
timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.

7. Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan
sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu bahwa
kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering
terdengar di negeri ini. Bahkan, belakangan ini pembunuhan telah
mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan,

dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan.

1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan  masalah  dalam  proposal ini adalah  tentang

Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan Berencana.
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1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai
tujuan dalam pembahasan proposal ini, maka harus terlebih dahulu di buat
permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang
menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Jadi yang
menjadi masalah-masalah pokok didalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Pembunuhan

Berencana?

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pembunuhan

Berencana?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan
berencana yang diberikan kepada seseorang pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan
berencana dimana dalam pemberian pertanggungjawaban tersebut sudah

memenuhi asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.
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3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap  terdakwa  tindak  pidana  sesuai  dengan  putusan

No.703/Pid.B/2013/PN-LP.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah

sebagai berikut :

1. Secara teoritis

a.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak
pidana pembunuhan berencana.

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya
kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS
MEDAN AREA tentang kebijakan hukum pidana dalam
menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan

apa yang menjadi faktor penyebab pembunuhan berencana.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama
masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kejahatan
pembunuhan biasa maupun yang direncanakan.

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum
kepidanaaan. Dalam hal ini mengenai tindak pidana pembunuhan
berencana dan pertanggungjawaban bagi yang melakukan tindak
pidana pembunuhan berencana tersebut.
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BAB I1

LANDASAN TEORI
2.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya
merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada
dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap
penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena
adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teort didefenisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi,
yvang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori
adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling
berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai
fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud
menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang
mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang
membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep
dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk,
defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu
fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja
konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk

melakukan beberapa tindakan selanjutnya.
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Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut

tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah
didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam
proporsi tersebut secara jelas.

2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang
sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut
dapat jelas.

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel
yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu
explanation, prediction, dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala.
Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi
seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri
atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun,
karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan
realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.

2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna
merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam

memberikan saran.
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Berdasarkan proses penelitian dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki

fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen
dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif
merupakan mencari data untuk dibandingkan dengan teori.'*

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.

2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.

4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian.

5. Acuan untuk membabhas hasil penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti
sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data
penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi
temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif
peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh."”

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi dan preposisi

untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara

merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.'®

“hitp://www.forum.kompas.com/alternatif,Makalah tentang Pengertian Teori Menurut
Pakar ( Diakses pada tanggal 15 November 2015 pukul 20.00 WIB).

“http://id.wikipedia.org/wiki/ Manfaat dan Fungsi dari Teori (Diakses pada tanggal 15
November 2015 pukuf 20.00 WIB).

"Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Sosial, LP3ES, Jakarta,
1998, Hlm. 37.
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boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada

(berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D
ayat (1) Undang—Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,Ubi jus

incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada
hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama,
mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal unang
konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum
dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti
keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan
hakim'®. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh
aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang
berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung tinggi apapun akibatnya dan
tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya
hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivis, kepastian hukum dijamin
oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi
diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum

berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan

itu harus dipenuhi.

L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran
Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Him. 82-83.
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Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan

suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang
harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat
dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen,
bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga
tidak mudah terjatuh .

Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang
hukum itu sendirt). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian
hukum.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan
perundang-undangan(gesetzliches Recht).

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (7atsachen),bukan suatu
rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti
“kelakuan baik™ dan “’kesopanan”.

3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.

4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah >
Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum,

memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.
Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” melainkan sesuatu
vang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai kepastian maka yang lebih tepatdari adanya peraturan itu

“*Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UK] Press, Jakarta, 2006, Him.
133-136.
“1bid, Hlm. 138.
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Jika dilihat dari Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP, yang menjadi faktor

pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dikarenakan karena
faktor ekonomi, dimana berawal dari pelaku melakukan penyekapan terhadap
korban di salah satu kamar rumah terdakwa dan meminta tebusan vang kepada
orang tua korban sebesar 2 milliar rupiah. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku
yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada maka adanya suatu
pertanggungjawabanyang di berikan kepada pelaku kejahatan.

Jadi jika di kaitkan dengan teori-teori pertanggungjawaban yang ada maka
perbuatan pelaku yang melakukan pembunuhan maka dengan secara hukum
kepatutan pelaku diberikan pertanggungjawaban muthlak (strict liability). Di
dalam teori pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang diberikan kepada
terdakwa tersebut sudah ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan pelaku
dengan melakukan pembunuhan terhadap korban. Perbuatan pelaku sudah
mengandung unsur-unsur pertanggungjawaban seperti mampu bertanggungjawab,
kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian mengingat unsur-unsur
pertanggungjawaban sudah terpenuhi maka terdakwa dapat di jatuhi sanksi
pertanggungjawaban pidana yaitu dengan hukuman 20 tahun penjara di
Pengadilan Lubuk Pakam dan 9 tahun di Pengadilan Tinggi Medan. Dalam
memberikan sanksi pertanggungjawaban kepada terdakwa, hakim tidak
menemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman dan
hakim juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan

memberatkan dalam pertimbangannya memberikan putusan.
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Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1.

Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun
bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini
adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.
Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-
undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa,dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus
dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis

mengadakan penelitian secara langsung ke Pengadilan Tinggi Medan dengan

mengambil putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP.
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BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

S.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang
terjadi wilayah hukum Lubuk Pakam adalah terdapat dalam pasal 338 dan
340 KUHP dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, dengan sengaja
dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu. Namun dalam penjatuhan
pidana kepada terdakwa dalam tingkat banding, hakim menggunakan UU.
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena hakim beranggapan
bahwa pada dasarnya pelaku tidak punya niat untuk melakukan
pembunuhan terhadap korban akan tetapi hanya untuk melakukan
pemerasan terhadap orang tua korban.

2. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Putusan
No.703/Pid.B/2013/PN-LP adalah di pengadilan tingkat pertama, hakim
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20
tahun penjara. Akan tetapi di tingkat banding, hakim menjatuhkan pidana
selama 9 tahun pidana penjara dengan menggunakan aturan Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak
pidana yang dilakukan wilayah hukum Lubuk Pakam sesuai dengan perkara
Putusan No.703/Pid.B/2013/PN-LP adalah berupa pertimbangan hakim
untuk menemukan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak kemudian

pertimbangan hakim untuk menemukan adanya alasan pembenar ataupun
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